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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa :
1. Kendala yang dihadapi oleh seorang hakim pengawas dan pengamat dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu terdiri dari:
A. Faktor Internal
Hakim pengawas dan pengamat lebih memusatkan perhatiannya kepada
perkara yang diperiksa pada persidangan, mengingat tugas pengawasan dan
pengamatan bukan merupakan tugas pokok seorang hakim, namun hanya tugas
tambahan yang diberi oleh ketua pengadilan negeri, maka waktu untuk
melakukan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi

berkurang atau bahkan tidak ada waktu sama sekali.

B. Faktor Eksternal

Terdiri dari:

1) Dana Penunjang Pengawasan dan Pengamatan terbatas
Selama ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang dana yang
tersedia untuk digunakan hakim pengawas dan pengamat dalam
melaksanakan tugasnya, sehingga hakim tersebut melakukan pengawasan

dan pengamatan atas saku hakim itu sendiri, termasuk juga pembuatan
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laporan. Masalah hambatan ini sedikit banyak bisa mempengaruhi pola
kerja dalam pelaksanaan tugasnya.
Kurangnya Peraturan maupun Ketentuan tentang Tugas Hakim Pengawas
dan Pengamat

Ruang lingkup hakim pengawas dan pengamat dalam tugasnya
adalah mengawasi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat ia bertugas sehari-harinya.
Ruang lingkup tugas hakim ini diperluas dengan adanya ketentuan Pasal
280 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berisi pengawasan dan pengamatan
juga ditujukan terhadap narapidana yang teklah selesai menjalani
pidananya dan terpidana bersyarat, namun tugas ini tidak diikuti dengan
sejumlah ketentuan yang mengaturnya, sehingga hakim pengawasan dan
pengamat dalam melaksanakan tugasnya apabila masuk kedalam instasi
lain di luar lembaga pemasyarakatan dapat dianggap mencampuri secara

formal wewenang instansi lain.

Hambatan birokrasi penegak hukum lainnya.

Hambatan ini menyangkut kondisi birokrasi pemerintahan
khususnya dibidang penegakan hukum. Untuk menjalankan tugas sebagai
Hakim Pengawas dan Pengamat maka ada pihak lain atau intansi
pemerintah juga harus terlibat demi pelaksanaan tugas tersebut. Terkadang
masing-masing instansi memiliki ego masing-masing yang susah untuk

disatukan.
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2. Upaya untuk menanggulangi kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat

yaitu:

A. Upaya Internal

1)

2)

Menaikkan anggaran untuk pelaksanaan tugas hakim wasmat

Kurang efektifnya Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah minimnya anggaran yang
disediakan untuk pelaksanaan tugas dari hakim pengawas dan pengamat karena
banyaknya anggaran yang diprioritaskan bukan untuk kepentingan pelaksanaan
fungsi hakim pengawas dan pengamat melainkan untuk kebutuhan lainnya. Untuk
itu anggaran yang diberikan telah mengalami kenaikan tiap tahun sebanyak Rp
1.000.000,00 dari anggaran sebelumnya tahun 2011 Rp 4.000.000,00 menjadi Rp
5.000.000,00 di tahun 2012.
Mengadakan koordinasi antar Instansi Negera yang terkait dengan pembinaan
narapidana

Mengatasi hambatan birokrasi penegak hukum lainnya bagi hakim wasmat
yaitu dengan cara mengadakan koordinasi antar Instansi Negara yang terkait
dengan persoalan pembinaan narapidana. Hal ini penting agar pembinaan

terhadap narapidana dapat dilakukan dengan baik.

B. Upaya Eksternal

Upaya ini ditujukan kepada Badan Legislasi atau Badan Pembuat Undang-

Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dimaksudkan agar hakim

pengawas dan pengamat dibuatkan payung hukum ataupun undang-undang yang
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lebih jelas yaitu yang berupa undang-undang yang mengatur lebih spesifik lagi dan
lebih memberikan wewenang lebih untuk saling mengawasi antar Instansi Negara

perihal pembinaan narapidana.

B. Saran

Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan

saran, adalah:

Hakim Pengawas dan Pengamat lebih diharapkan lebih aktif lagi didalam
menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan mengamati narapidana yang ada di dalam
Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan dengan cara hakim pengawas dan pengamat
turun langsung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta dibuat aturan / payung hukum
yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat
secara luas terutama yang berhubungan dengan pembinaan narapidana, dan tentunya juga
aturan yang mengatur tentang sanksi bagi hakim pengawas dan pengamat jika ia tidak
melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar hakim
pengawas dan pengamat akan lebih giat dalam melaksanakan tugasnya serta mempunyai
tanggung jawab moral terhadap pelaksanaan tugasnya karena tidak dipungkiri seperti
yang terjadi dalam praktek saat ini hakim pengawas dan pengamat belum melaksanakan

tugasnya dengan baik.
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DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER HAKIM

Siapakah yang menentukan/memilih Hakim Wasmat untuk melakukan tugasnya terhadap
seorang narapidana?

Ada berapa banyak Hakim wasmat yang berada di PN Yogya?

Setiap kapan hakim wasmat di PN Yogya diganti?

Kapan pelaksanaan tugas Hakim Wasmat terhadap narapidana dilakukan?

Dimana pelaksanaan tugas Hakim Wasmat terhadap narapidana dilakukan?

Bagaimana proses pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh
Hakim Wasmat?

Apakah ada perbedaan dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan antara napi tipikor
dengan napi pidana lain?

Berapa anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat?
Apa saja kendala dari pelaksanaan tugas dari Hakim Wasmat?

Apa upaya untuk menanggulangi kendala tersebut?

Apakah manfaat dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Hakim Wasmat bagi narapidana

dan hakim itu sendiri?
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DAFTAR PERTANYAAN KE NARASUMBER LAPAS

. Kapan saja Hakim Wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan ke LP Wirogunan?

. Bantuan apa saja yang diberikan hakim wasmat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap napi
tipikor?

. Apakah ada perbedaan antara pembinaan antara napi tipikor dengan napi pidana umum
lainnya?

. Ada berapa banyak napi tipikor di Ip wirogunan?

. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kepada napi tipikor?

. Bagaimana pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di LP Wirogunan?

Kendala apa saja yang biasa di hadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh
hakim wasmat dengan petugas lapas?

. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kendala tersebut?

. Bagaimana bentuk koordinasi antara Petugas Lapas dengan Hakim Wasmat dalam

melaksanakan tugasnya masing-masing untuk pembinaan napi tipikor?



DAFTAR PERTANYAAN KE NARASUMBER NARAPIDANA

. Bagaimana pelaksanaan fungsi hakim wasmat terhadap pembinaan ke narapidana tipikor?
. Apa manfaat dari pengawasan dan pengamatan hakim wasmat?

. Apakah ada perbedaan pembinaan antara napi tipikor dengan napi tindak pidana umum
lainnya?

. Ada berapa orang isi dari satu ruang tahanan?

. Apakah pernah ditemui oleh hakim pengawas dan pengamat?
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